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dari inisiatif Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Perangkat Daerah di wilayah
kami.

Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenar-benamya dan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.
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GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama izinkan kami untuk mengapresiasi seluruh tim yang terlibat dalam
penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
(DIKPLHD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 364
Tahun 2022 tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah. Ketersediaan data dan informasi lingkungan yang terbuka bagi seluruh
pihak diperlukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk
mencapai tujuan kita bersama yaitu “Pembangunan Berkelanjutan yang Berketahanan”.
Pembangunan lestari yang dimaksud akan melalui memerlukan kolaborasi semua pihak,
mulai dari masyarakat umum, akademisi, praktisi, media, hingga pemerintah pusat dan
daerah untuk ikut membangun Jakarta sebagai kota lestari yang impresif.

DIKPLHD adalah bukti komitmen Pemerintah Provinsi DKl Jakarta dalam
penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk seluruh masyarakat. DIKPLHD
disusun setiap tahunnya sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penyusunan dokumen ini dilakukan
secara akuntabel dan berdasarkan Pedoman Penyusunan DIKPLHD tahun 2022 yang
ditetapkan dengan Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor S113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022.

Kondisi pandemi Covid-19 masih berlangsung, masih menyisakan tantangan ke
dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita termasuk dalam upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Untuk menjaring semua aspirasi, sudut pandang dan
pengetahuan yang dilakukan melalui diskusi secara daring diikuti oleh Kementerian,
Lembaga, Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Akademisi,
Praktisi, Swasta, Media dan masyarakat umum dengan hasil penetapan isu prioritas, yaitu
pencemaran udara, bencana banijir, kerawanan air bersih, penurunan tanah dan kerusakan
air tanah serta pengelolaan sampah menjadi isu dengan nilai bobot prioritas terbesar.
Selain data dan informasi aktual terkait lingkungan hidup, dokumen ini juga mengulas
inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tahun 2021.

Untuk itu, kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak yang membantu
penyusunan dokumen ini. Semoga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dan seluruh pemangku kepentingan dalam menetapkan perencanaan serta
bermanfaat bagi pembangunan berkelanjutan yang berketahanan di Provinsi DKI Jakarta.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 8 Agustus 2022

Gubernur Daerah Khusus
Hukota Jakarta,
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~Aftie§ Rasyid Baswedan, Ph.D.
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap
warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebijakan
pengelolaan lingkungan telah tertuang melalui Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa
pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip
pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Rumusan
pengertian pembangunan berkelanjutan tercantum secara yuridis dalam
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan
bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana,
yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
kemaslahatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa
kini dan generasi masa depan”. Untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan, diperlukan kebijakan dalam pengelolaan
lingkungan hidup untuk menjaga agar pembangunan yang dilakukan tetap
berwawasan lingkungan.

Salah satu faktor kunci untuk memenuhi hak dan kewajiban dalam
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tersedianya data
dan informasi lingkungan bagi seluruh pihak. Agar data dan informasi
mengenai lingkungan hidup dapat tersedia dan terakses, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah mengembangkan Sistem Informasi
Lingkungan Hidup (SILH) sebagai pijakan untuk pelaksanaan dan
pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

SILH dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib
dipublikasikan kepada masyarakat dengan memuat informasi mengenai
status dan informasi lingkungan hidup. Seluruh data dan informasi
mengenai lingkungan hidup daerah dihimpun dalam Dokumen Informasi
Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). DIKPLHD
menjadi bagian penting sarana penyediaan data dan informasi lingkungan
hidup sebagai acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam
menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip pengelolaan
lingkungan hidup. Selain itu, dokumen ini juga sebagai alat yang berguna
dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat
rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan dalam
menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta memuat status lingkungan hidup
sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup Provinsi
DKI Jakarta setiap tahunnya. Laporan ini juga sebagai bentuk akuntabilitas
kepada publik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat menunjang
pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan semangat
Reformasi Birokrasi. Selain itu, DIKPLHD juga merupakan dasar penilaian
Nirwasita Tantra yang diselenggarakan oleh KLHK setiap tahunnya. Sebagai
penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang telah menyusun DIKPLHD dan
kepemimpinan kepala daerah dalam pengelolaan LHK secara baik, diberikan
apresiasi melalui ajang Nirwasita Tantra (Green Leadership) setiap

tahunnya.

1.2 Profil Daerah
[.2.1 Sejarah Kota Jakarta

Sejarah Kota Jakarta bermula dari nama Sunda Kelapa. Pada abad
ke-14, DKI Jakarta dikenal sebagai Sunda Kelapa yang berada di bawah

kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Wilayah DKI Jakarta atau Sunda Kelapa
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merupakan kota pelabuhan yang sibuk dimana terjadi kegiatan bertukar
barang komoditas dari para pedagang, seperti India, China, Arab, hingga
Eropa.

Pada tahun 1511, Portugis memasuki wilayah Malaka kemudian
pada tahun 1522, wilayah Sunda Kelapa tersebut diklaim sebagai wilayah
kekuasaannya. Pada tahun 1527, Fatahillah dari Kesultanan Demak datang
dan mengambil alih hingga Sunda Kelapa berhasil direbut pada 22 Juni 1527
dengan berganti nama menjadi Kota Jayakarta yang memiliki arti sebagai
kemenangan (Sedyawati, Rahardjo, Johan, & Ohorella , 1987). Momen ini
sekaligus mendasari penetapan 22 Juni sebagai ulang tahun Jakarta yang
tertuang dalam keputusan DPR Kota Sementara No 6/D/K/1956.

Pada 30 Mei 1619, di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Coen, Kota
Jayakarta dikuasai oleh Pemerintahan Belanda (VOC). VOC menghancurkan
Jayakarta dan membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung yang
kemudian dinamakan Batavia. Nama Batavia sendiri diambil dari nenek
moyang bangsa Belanda, yakni Batavieren. Mengikuti desain kota-kota di
Belanda, desain pembangunan Kota Batavia terdiri atas bangunan
berbentuk blok yang masing-masing dipisahkan benteng dan parit.
Pembangunan ini selesai pada tahun 1650. Nama Batavia terus dipakai
selama tiga abad hingga tahun 1942.

Setelah pemerintah Jepang mengusasi Indonesia, pergantian nama
menjadi Jakarta Tokubetsu Shi terjadi bertepatan dengan perayaan Hari
Perang Asia Timur Raya pada tangga 8 Desember 1942. Selanjutnya usai
Jepang menyerah pada sekutu dan proklamasi Indonesia digaungkan pada
tahun 1945, Jakarta Tokubetsu Shi kembali berganti menjadi Jakarta yang
sekaligus berperan sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Pada tahun 1961,
status Jakarta diubah menjadi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) melalui PP No.
2 Tahun 1961 Jucto UU No. 2 PNSP 1961 (Tim detikcom, 2021).
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Gambar I-1 Peta Kota Batavia

Sumber: Dokumen Kemdikbud

1.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia, DKI Jakarta memiliki fungsi sebagai Ibukota Negara
dengan peran penyelenggaraan pemerintahan hingga pusat/perwakilan

Lembaga internasional. Maka tidak mengherankan apabila DKI Jakarta
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menjadi wilayah yang sangat strategis dan hingga saat ini tidak hanya
menjadi pusat pemerintahan, namun juga pusat perekonomian di Indonesia
dengan potensi pengembangan wilayah yang tinggi mengingat strategisnya
fungsi dan peran DKI Jakarta.

Dalam pelaksanaan pengembangan wilayah, DKI Jakarta yang
merupakan daerah otonom memiliki kewajiban terhadap wilayah
administrasinya berupa 5 (lima) Kota Administrasi dan 1 (satu) Kabupaten
Administrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, perencanaan struktur ruang yang
merupakan tahapan awal dalam pengembangan wilayah perlu
memerhatikan berbagai aspek terkhusus aspek lingkungan strategis karena
berpotensi memengaruhi perkembangan wilayah seluruh wilayah
administrasi di DKI Jakarta. Rencana struktur ruang yang dikembangkan
meliputi sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem
prasarana sumber daya air serta sistem dan jaringan utilitas perkotaan.
Keseluruhan struktur ruang di DKI Jakarta tersebut dapat dikembangkan
secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu kepada kebijakan dan
peraturan yang berlaku, sehingga dapat tercipta ruang wilayah DKI Jakarta

yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif.

I.2.3 Kondisi Demografi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2022),
kepadatan penduduk DKI Jakarta pada tahun 2021 mencapai 15.978
jiwa/km? dengan Kota Jakarta Pusat sebagai kota yang paling padat
penduduk di provinsi tersebut.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan
kepadatan penduduk pada tahun 2022 sebesar 9,78%. Hal ini berbanding
lurus dengan jumlah penduduk di DKI Jakarta yang mencapai 10,61 juta
jiwa pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan 562,09 ribu jiwa dari tahun
2020.
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Gambar I-2 Piramida Demografi Penduduk DKI Jakarta 2021
Sumber : (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022)

Populasi penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukan
bahwa penduduk dengan usia produktif (usia 15-65 tahun) mendominasi
demografi di DKI Jakarta dengan jumlah penduduk usia produktif mencapai
71% dari total penduduk. Apabila dilakukan analisis lebih lanjut, demografi
DKI Jakarta akan membentuk piramida stasioner yang mengindikasikan
bahwa pertumbuhan penduduk cenderung kecil dengan jumlah antara

penduduk muda-dewasa-tua yang hampir sama.

[.2.4 Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan
kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu
waktu tertentu. Berdasarkan nilai atas dasar harga berlaku tahun 2021, DKI
Jakarta mempunyai nilai PDRB sebesar Rp. 2.914.581,08 miliar. Dengan
nilai PDRB tersebut, laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun
2021 adalah 3,56 % (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022). Jika dibandingkan

dengan laju pertumbuhan ekonomi di tahun sebelumnya (2020) yang
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mencapai kontraksi sebesar -2,39%, laju pertumbuhan ekonomi DKI
Jakarta tahun 2021 sudah mulai pulih dari imbas kondisi COVID-19.
Struktur ekonomi DKI Jakarta tahun 2021 didominasi oleh sektor
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil; dan Sepeda sebesar
16,85%, sektor Industri Pengolahan sebesar 12,28%, dan sektor Konstruksi
sebesar 11,20% dari total PDRB DKI Jakarta dengan detail yang dapat
dilihat pada Lampiran Tabel 56. Selanjutnya jika dibandingkan distribusi
persentase PDRB antar Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta tahun 2021, Kota
Jakarta Pusat memberikan kontribusi tersebesar, yakni Rp. 728.3886,1
Miliar atau sebesar 24,81% dari Total PDRB DKI Jakarta Tahun 2021.

3.69% 0.08% 99

5.03% 2.17%
. ()

0,
4.88% 12.28% 0-26% 0.03%

[v)
4.37% 3.81%

M Pertanian, Kehutanan dan Perikanan M Pertambangan dan penggalian

Industri Pengolahan M Pengadaan Listrik dan Gas
M Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Konstruksi
B Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda M Transportasi dan Pergudangan
B Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum M Informasi dan Komunikasi
M Jasa Keuangan dan Asuransi M Real Estat
W Jasa Perusahaan B Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib.

Jasa Pendidikan M Jasa Kesehatan

Jasa Lainnya

Gambar I-3 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Lapangan Usaha 2021 Prov. DKI Jakarta
Sumber : (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022)
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Gambar I-4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota (Miliar

Rupiah) di Provinsi DKI Jakarta 2021
Sumber : (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022)

1.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan suatu daerah tidak hanya dinilai melalui
peningkatan pembangunan infrastruktur dan/atau laju ekonominya, namun
perlu ditinjau juga melalui peningkatan kualitas manusianya. Evaluasi
terhadap kualitas manusia tersebut dapat dikuantifikasi melalui Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur keberhasilan dalam upaya
pengembangan kualitas hidup manusia di suatu daerah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2021),
Provinsi DKI Jakarta memperoleh nilai IPM sebesar 81,11 dengan status
kriteria “Sangat Tinggi”, menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah

dengan kualitas manusia paling tinggi di Indonesia.
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Gambar I-5 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017-

2021
Sumber : (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021)

Sepanjang tahun 2017-2021, Nilai IPM DKI Jakarta cenderung
mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukan bahwa

terjadi perbaikan terhadap kualitas manusia di DKI Jakarta.

1.3 Proses Penyusunan Dokumen

Penyusunan DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta 2022 ini dilaksanakan
secara simultan dengan beberapa tahapan yang secara umum meliputi
pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan,
dan penyajian informasi lingkungan hidup dengan model D-P-S-I-R
(Driving force — Pressure — State — Impact — Response). Proses
penyusunan DIKPLHD Provinsi DKI Jakarta 2022 dapat dilihat pada bagan
berikut.
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Gambar I-6 Alur Proses Penyusunan Dokumen

I[.3.1 Pengumpulan Data dan Informasi Kondisi Lingkungan Hidup Daerah

Pengumpulan data dan informasi kondisi lingkungan hidup Provinsi
DKI Jakarta berasal dari sektor yang diperoleh dari organisasi pemerintah
daerah serta hasil monitorin dan evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
DKI Jakarta. Langkah ini dilakukan agar data dan informasi yang
dipublikasikan pada laporan ini dapat dipertanggungjawabkan
keakuratannya.
[.3.2 Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Penentuan isu prioritas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta
dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Adapun langkah-langkah yang
ditempuh untuk menentukan isu prioritas lingkungan hidup Provinsi DKI
Jakarta terdiri atas penyaringan isu strategis lingkungan hidup, pelingkupan
isu strategis lingkungan hidup, dan penetapan isu prioritas

lingkungan hidup.
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I.3.3 Pengolahan Data dan Informasi Kondisi Lingkungan Hidup Daerah

Pengolahan data kuantitatif pada dokumen ini dilakukan
menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis spasial. Selain itu,
metode kualitatif deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan hasil
interpretasi perhitungan statistik deskriptif dan analisis spasial serta
menguraikan berbagai informasi yang diperoleh dari masukan para
pemangku kepentingan. Hasil pengolahan data dan informasi selanjutnya
digunakan untuk proses analisis kondisi lingkungan hidup daerah dan isu
prioritas lingkungan hidup.

I.3.4 Analisis Kondisi Lingkungan Hidup Daerah

Analisis kondisi lingkungan hidup daerah dilakukan dengan
menggunakan model DPSIR, dimana model ini pertama kali dikembangkan
oleh European Environmental Agency pada tahun 1999. Model DPSIR
adalah kerangka berpikir sistem yang mengasumsikan hubungan sebab-
akibat antara komponen yang saling berinteraksi dari sistem sosial,
ekonomi, dan lingkungan. DPSIR telah menjadi alat yang efektif untuk
mengatur dan mengkomunikasikan masalah lingkungan yang kompleks.
Pada model DPSIR, aktivitas manusia dilihat sebagai pendorong (driving
force) terjadinya tekanan (pressure) terhadap ekosistem, yang
mempengaruhi terjadinya perubahan di ekosistem (sfate) yang pada
akhirnya berdampak  pada kehidupan manusia (impact), untuk
kemudian ditanggapi melalui berbagai strategi penanganan risiko
(response).

Pada pembahasan tahun ini DPSIR yang digunakan merupakan
pengembangan oleh EPA dengan tidak hanya membahas terkait Kesehatan
lingkungan, namun juga Kesehatan manusia. Melalui Eco-Health DPSIR,
konsep keberlanjutan seperti aspek ekonomi, habitat manusia,
kesejahteraan manusia, berbagai faktor risiko dari kebiasaan manusia yang
berhubungan dengan Kesehatan manusia dan berintegrasi dengan aspek
social, bahkan ekonomi sehingga menjadi satu framework besar. Struktur

Eco-Health DPSIR akan merepresentasikan keterkaitan antara komponen
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lingkungan dan komponen yang berhubungan dengan manusia sehingga
dapat merepresentasikan keseluruhan isu yang sedang terjadi.

Driving forces adalah perubahan sistem sosial, ekonomi, dan
institusi yang langsung atau tidak langsung memicu tekanan terhadap
status lingkungan. Definisi lain adalah pengembangan sistem sosial,
demografi, dan ekonomi masyarakat dalam hubungannya dengan
perubahan gaya hidup, semua taraf pola konsumsi dan produksi.
Merupakan faktor yang kemudian memotivasi peningkatan aktivitas
manusia. Pada bagan ini terdapat subbagian yang dinamakan Sektor
Ekonomi merupakan aktivitas ekonomi yang secara langsung berkaitan
dengan pressures (misal industri, pariwisata) pada suatu taraf pengelolaan
ekonomi. Aspek yang termasuk dalam subbagian tersebut dapat berupa
pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, permukiman,
dan fasilitas publik. Subbagian selanjutnya adalah Sektor Sosial
merupakan bentuk pemicu dalam konteks hubungan sosial antar
manusia yang dapat berupa taraf kebijakan pemerintah (misal kebijakan
limbah, hukum) dalam jangka panjang dan dengan lingkungan wilayah
ruang yang lebih luas, identitas secara kultural dari suatu wilayah, hingga
aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan sosial seperti
pendidikan dan kesehatan. Kedua subbagian tersebut akan bersifat saling
memengaruhi.

Pressures adalah faktor-faktor antropogenik yang mempengaruhi
perubahan lingkungan (I/mpacts). Faktor Driving forces akan terbagi ke
dalam Tekanan Lingkungan, merupakan aktivitas yang berdampak pada
perubahan lingkungan serta Kebiasaan Manusia yang berdampak kepada
kesehatan manusia lalu berpengaruh pada kondisi fisik lingkungan.
Environmental Pressures dapat berupa pembangunan yang melepaskan
bahan/senyawa (emisi), agen fisika dan biologi, penggunaan sumber daya

dan penggunaan lahan oleh aktivitas manusia. Sedangkan Human Behavior

DIKPLHD PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022



melingkupi berbagai aktivitas manusia terkhusus dalam pola konsumsi dan
gaya hidup.

State dapat mengacu pada pada keduanya sistem alam (Kondisi
Lingkungan) dan sistem manusia (Kondisi Manusia). Indikator state dapat
sangat berbeda. Kondisi Lingkungan dapat mengacu pada luas wilayah
penampakan, karakteristik kualitatif dan kuantitatif dari ekosistem,
kuantitas dan kualitas sumberdaya, kondisi lingkungan manusia, serta
kondisi dan kelimpahan biotik di alam. Sedangkan Kondisi Manusia adalah
kondisi pada kesejahteraan dan aspek Kesehatan manusia akibat adanya
Pressure. Keterbukaan terhadap pengaruh pressures terhadap manusia,
bahkan terhadap isu-isu sosial- ekonomi.

Impacts adalah perubahan fungsi-fungsi lingkungan yang
berpengaruh terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang
disebabkan oleh perubahan sistem State. Impacts dapat meliputi
perubahan fungsi lingkungan (Jasa Ekosistem) seperti akses sumberdaya
air, kerusakan ekosistem serta perubahan terhadap Kesejahteraan Manusia
seperti gangguan kesehatan atau kohesi sosial. Impact selanjutnya
memicu Responses.

Responsesadalah tindakan kebijakan yang secara langsung atau
tidak langsung memicu persepsi Impact dan mencoba mencegah,
eliminasi, dan kompensasi atau mengurangi konsekuensi (dampak).
Responses dapat berasal dari berbagai tingkatan masyarakat, seperti
kelompok individu, sektor pemerintahan atau non-pemerintahan.
Responses tersebut pada gilirannya dapatmempengaruhi kecenderungan
Driving forces, Pressures, State dan Impacts. Berdasarkan penjelasan
tersebut, keterkaitan antar elemen pada model DPSIR dapat dilihat pada
Gambar I-7.
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Kondisi lingkungan hidup daerah yang dianalisis dengan
menggunakan model DPSIR pada dokumen ini meliputi:

1) Perkotaan
Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari
pertumbuhan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan.
Kecenderungannya semakin sulit dikontrol sehingga seringkali
menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan.
Indikasi permasalahan lingkungan di perkotaan dapat dianalisis dari
aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan
sampah), dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang
membuat kehidupan kurang nyaman).

2) Tata guna lahan
Tata guna lahan menjelaskan kondisi tutupan lahan daerah, baik
di daratan maupun wilayah pesisir dan laut. Adapun data dan
informasi yang diuraikan pada analisis ini antara lain kawasan
lindung, pemanfaatan lahan, tutupan mangrove, keadaan flora dan
fauna, penangkaran satwa dan tumbuhan liar.

3) Kualitas air
Analisis kualitas air daerah antara lain menjelaskan kualitas air
sungai, air tanah, dan air laut. Yang kemudian dianalisis
menggunakan Indeks Kualitas Air secara spasial dan analisis
multivariat untuk menentukan parameter signifikan pada suatu
wilayah pemantauan.

4) Kualitas udara
Analisis kualitas udara daerah antara lain menjelaskan status mutu
udara ambien, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), konsumsi
BBM, sumber dan bahan pencemar. Pemantauan spasial ISPU serta
Analisis multivariat digunakan untuk penentuan parameter signifikan
pada wilayah pemantauan dan sumber signifikan penyebab
pencemaran.

5) Risiko bencana
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Risiko bencana daerah antara lain dapat menjelaskan informasi

rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi

menimbulkan bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

6) Tata kelola

Analisis tata kelola dilakukan untuk mengetahui kondisi tata kelola

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilihat

dari pengawasan izin lingkungan, izin pemanfaatan sumber daya

alam, pengaduan masyarakat, kegiatan lingkungan hidup yang

diinisiasi oleh masyarakat, kearifan lokal dalam menjaga kualitas

lingkungan hidup, alokasi anggaran daerah untuk pengelolaan

lingkungan hidup dan sebagainya.
I.3.5 Analisis Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Analisi dilakukan dengan pengumpulan aspirasi dari berbagai
pemangku kepentingan yang kemudian diolah melalui dua tahap. Tahap
pertama merupakan perbandingan bobot kriteria isu. Penentuan Bobot
Kriteria dilakukan metode perbandingan berpasangan (Pairwise
Comparison) sehingga didapatkan kriteria isu dengan bobot nilai tertinggi
hingga bobot nilai terendah. Tahap selanjutnya adalah penilaian Isu
lingkungan untuk menentukan isu prioritas lingkungan hidup menggunakan
metode Metode Proses Hirarki Analitik (Analytical Hierarchy Process).
Metode ini digunakan dengan penggabungan hasil pembobotan kriteria isu
dari tahap pertama dan mengalikannya dengan nilai kesesuaian alternatif
isu lingkungan oleh setiap responden dari berbagai pemangku kepentingan.
Sehingga kedua tahap analisis menghasilkan 5 (lima) isu prioritas yang
didapatkan dari nilai paling tinggi.
Setelah itu, analisis isu prioritas lingkungan hidup daerah

dilakukan dengan menggunakan model DPSIR seperti tahapan
sebelumnya. Analisis ini berdasarkan data dan informasi yang telah

dijelaskan pada tahap sebelumnya, yaitu kondisi lingkungan hidup daerah.
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I.3.6 Analisis Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Analisis ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Kepala
Daerah dan organisasi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas
lingkungan hidup. Inisiatif ini merupakan bagian dari elemen pada
model DPSIR vyaitu Responses. Inisiatif yang dilakukan dapat dalam
bentuk peningkatan kapasitas lembaga derah (seperti melalui APBD,
peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan
transparansi dan akuntabilitas kepada publik). Selain itu, inisiatif yang telah
dilakukan atau dikembangkan oleh masyarakat untuk menjaga kualitas
lingkungan hidup juga menjadi bagian dari inovasi daerah dalam
pengelolaan lingkungan hidup.
1.3.7 Perumusan Simpulan dan Tindak Lanjut

Perumusan simpulan diperoleh dari hasil analisis yang telah
dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya yang menggambarkan kondisi
lingkungan hidup daerah serta kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk
meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Simpulan tersebut dapat menjadi
bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang dapat
memberikan implikasi kepada kebijakan Kepala Daerah dalam

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1.4 Maksud dan Tujuan
I.4.1 Maksud

Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
adalah untuk memberikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup
di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai acuan kebijakan dan perencanaan
pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai

dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup.
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[.4.2 Tujuan
Tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022
adalah:
a. Menyediakan informasi kondisi lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta
yang dapat di akses oleh masyarakat luas.
b. Menyediakan informasi sebagai bahan penyusunan prioritas dan
evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi DKI

Jakarta.

1.5 Ruang Lingkup Penyusunan

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh konsultan Pengawas
adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta Gambar Kerja,
Perincian Penawaran, Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Pemborongan Jasa
Konsultansi. Lingkup kegiatan tersebut antara lain meliputi:

a. Menyusun rencana kerja, daftar kebutuhan data, dan persiapan
lainnya untuk pengumpulan data DIKPLHD.

b. Mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber mengenai
kinerja pengelolaan lingkungan hidup tahun 2021, termasuk
kebijakan dan inovasi di bidanglingkungan hidup, sesuai dengan
pedoman terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.

c. Melakukan pengolahan data sesuai dengan pedoman terkini yang
ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. Melakukan analisis DPSIR (Driving Force, Pressure, State, Impact
dan Response) untuk isu lingkungan hidup sesuai dengan pedoman
terkini yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

e. Membantu proses penetapan isu utama yang menjadi prioritas dalam
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perbaikan kualitas lingkungan hidup Provinsi DKI Jakarta.

f. Menyusun Executive Summary sesuai dengan pedoman terkini yang
ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

g. Menyusun laporan utama DIKPLHD berikut tabel datanya sesuai
dengan sistematika penulisan dalam pedoman terkini yang
ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

h. Menginput data dalam sistem informasi lingkungan hidup sesuai
dengan pedoman terkini yang ditetapkan oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

1.6 Dasar Hukum
Dasar hukum dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi DKI Jakarta
adalah sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Melalui Penyedia
5. Pedoman Penyusunan DIKPLHD yang dikeluarkan oleh KLHK yang
terakhir disusun pada tahun 2021 berdasarkan surat Sekretaris
Jenderal KLHK No. S.113/SETJEN/DATIN/DTN.0/2/2022 tentang
Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2022.
6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
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7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
364 Tahun 2022 tentang Tim Penyusunan DIKPLHD
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BAB II
ANALISIS KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

II.1 Tata Guna Lahan

Lahan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni menurut geografi
fisik atau menurut ekonomi (Lichfild dan Drabkin, 1980). Menurut sudut
pandang geografi, lahan merupakan bidang tanah yang tetap dalam
lingkungannya dan fungsi atau kegunaan suatu lahan sangat ditentukan
oleh kualitas fisik tanahnya. Sedangkan menurut sudut pandang ekonomi,
lahan adalah sumber alamiah yang nilainya tergantung dari produksi atau
pemanfaatannya. Lahan merupakan suatu komoditi yang memiliki harga,
nilai dan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa lahan adalah sumberdaya
alam yang terbatas dimana dalam penggunaannya memerlukan penataan
dengan tujuan pemanfaatan yang optimal demi kesejahteraan masyarakat.
Penataan penggunaan lahan (tata guna lahan) tersebut dilakukan sebagai
perencanaan fungsi lahan secara rasional berdasarkan berbagai aspek agar
tercipta keteraturan. Dasar hukum terkait tata guna lahan DKI Jakarta
tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

DKI Jakarta merupakan wilayah dengan banyak fungsi. Selain
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, DKI Jakarta juga
sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional dengan kontribusi tertinggi
dibandingkan wilayah lain. Kemudian sebagai pusat pemerintahan nasional,
dimana terkonsentrasinya koordinasi dan jalannya roda pemerintahan yang
mencakup seluruh Indonesia. DKI Jakarta turut memiliki fungsi sebagai
daerah otonom, dimana pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban
untuk mengatur daerahnya sendiri serta memastikan seluruh kebutuhan
warganya terlayani. Dengan beragam fungsi tersebut, maka DKI Jakarta
mempunyai karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda

dengan wilayah lain.
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Dengan lahan yang terbatas, diperlukan penataan lahan yang
sesuai dengan karakteristik wilayah dan fungsi-fungsinya terpenuhi. Untuk
dapat mengetahui dinamika tata guna lahan yang terjadi di DKI Jakarta,
dilakukan dengan menerapkan pendekatan D-P-S-I-R sebagai metode
analisis dan evaluasi. Diagram alir D-P-S-I-R dapat dilihat pada
Gambar II-1. Analisis lebih lanjut akan dilakukan pada sub-bab

selanjutnya berdasarkan diagram alir tersebut.

Driving forces Responses
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Pertumbuhan industri @mpengaruhi tinaaal pa + Pengendalian urbanisasi
Transportasi KO?igSI..IITISi « Pengawasan pelaksanaan izin
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membuat pengaruhi

Pressures
=« Kebijakan tata ruang (RTRW,
Tekanan Lingkungan Kebiasaan Manusia RDTR)
+ Penegakan hukum agraria
« Alih fungsi lahan empengaruhi + Pembangunan tempat « Penerapan Green Building &
« Perluasan area terbangun tinggal ilegal Infrastructure
» Perluasan area komersil + Penguasaan lahan « Mendorong pemakaian hunian
vertikal
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Kondisi daerah pesisir + Kawasan kumuh ’ )
Sedimentasi sungai & « Kualitas hunian yang « Penertiban kawasan sesuai
pantai rendah peruntukannya
= Berkurangnya daerah » Intensifikasi & ekstensifikasi RTH

« Penataan kawasan kumuh
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Bencana banjir & longsor « Konflik agraria =« Program pengukuran dan
Indeks Kualitas Tutupan empengaruhi e Estetika lansekap sertipikasi tanah
Lahan (IKTL) + Bencana kebakaran « Perbaikan fasilitas & utilitas
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Gambar II-1 Konsep Analisis DPSIR untuk Tata Guna Lahan
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I1.1.1 Driving forces

Intensitas kegiatan ekonomi dan industri di DKI Jakarta menuntut
pembangunan maupun peningkatan fasilitas dan sarana yang menunjang
berbagai kegiatan masyarakat di dalamnya. Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat sepanjang tahun 2017-2021 ekonomi DKI Jakarta mengalami
fluktuasi. Gambar II-2 menunjukkan bahwa periode 2017 hingga 2019
pertumbuhan ekonomi melandai. Kemudian tahun 2020 terjadi kontraksi
pertumbuhan ekonomi sebesar 2,39% yang diakibatkan oleh pandemi
COVID-19. Pada tahun 2021, walaupun kondisi pandemi COVID-19 masih
terjadi, DKI Jakarta mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,56%. Nilai
PDRB Harga Berlaku pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar
5,29% menjadi 2.914,58 triliun. Sementara Upah Minimum Provinsi

meningkat sebesar 3,49% menjadi Rp 4.416.816.

8%

6.22% 179
o 6.17% 5.80%
6% [ o °
4% 3.56%
0
[ J

2%
O% T T T T

2017 2018 2019 2020 2021
-2%

[ |
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Gambar II-2 Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Tahun

2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang positif menandakan aktifitas
ekonomi kembali aktif mendekati normal seperti sebelum pandemi. Sektor
konstruksi merupakan salah satu sektor yang memberikan andil besar

dalam pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Parameter yang digunakan
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dalam menentukan pertumbuhan konstruksi ialah jumlah pekerja tetap, hari
orang (mandays), balas jasa dan upah, serta nilai konstruksi. BPS mencatat
keempat parameter mengalami kontraksi pada kuartal pertama tahun 2021
(Q1/21), namun pada kuartal kedua tahun 2021 (Q2/21) langsung berbalik
arah menuju area positif. Perubahan terbesar terjadi pada parameter nilai
konstruksi, dimana pada Q1/21 lajunya melemah sebesar -2,21%,
sedangkan pada kuartal berikutnya langsung tumbuh sebesar 1,53%

seperti terlihat pada Gambar II-3.

Persentase Pertumbuhan

Pekerja Tetap Hari Orang BaIasUJ;:s dan Nilai Konstruksi
mQ4/20 0.17 1.73 3.7 4.83
mQ1/21 -0.05 -0.83 -1.92 -2.21
Q2/21 0.68 0.81 1.49 1.53

Gambar II-3 Persentase Pertumbuhan Konstruksi Antar Kuartal

di DKI Jakarta
Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2021

Pertumbuhan sektor konstruksi ini menandakan semakin luas areal
lahan terbangun. Tidak terkecuali lahan terbangun yang digunakan untuk
pembangunan pemukiman. Bertumbuhnya jumlah pemukiman tidak hanya
di wilayah DKI Jakarta, namun juga daerah sekitar DKI Jakarta yang
menjadi kota-kota satelit. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pertambahan
pembangunan rumah oleh Perum Perumnas mencapai 1.090 unit dan

rumah susun sederhana sebanyak 42 pada tahun 2021, ditunjukan pada
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Gambar II-4. Dalam dokumen RTRW DKI Jakarta 2030, peningkatan
pengelolaan permukiman dan penyediaan permukiman bagi seluruh warga
Jakarta ialah dengan memprioritaskan hunian vertikal serta mengatasi
kawasan kumuh permukiman dengan konsep Urban Renewal.
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Gambar II-4 Pembangunan Rumah Susun Sederhana di DKI

Jakarta Tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2022

Pembangunan rumah susun sederhana merupakan program
pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan hunian bagi warganya.
Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, jumlah
penduduk DKI Jakarta tahun 2021 sesuai hasil proyeksi penduduk Interim
2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni) adalah sebesar 10.609.681 jiwa. Jika
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, jumlah
penduduk tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 0,57%.

I1.1.2 Pressures

Perkembangan fisik suatu wilayah ditandai dengan semakin luasnya
lahan terbangun seiring perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi.
Kecenderungan tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan lahan dapat

menjadi permasalahan di DKI Jakarta.
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Gambar II-5 Persentase Penggunaan Lahan DKI Jakarta

Tahun 2020
Sumber: jakartasatu.jakarta.go.id, 2021

Melihat wilayah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan,
peruntukan lahan didominasi untuk permukiman mencapai 50% dari luas
daratan utama DKI Jakarta, sedangkan untuk industri, perkantoran, dan
perdagangan dapat mencapai 19% (Gambar II-5). Sementara ruang
terbuka hijau (RTH) mengisi porsi sebesar 9%, masih jauh dibawah standar
yang diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Fungsi utama RTH adalah membantu menyeimbangkan kondisi ekologis
kota karena pohon dan tanaman akan membantu menyerap karbon
dioksida sekaligus menyimpan cadangan air. RTH yang rendah dalam hal
kualitas dan kuantitas memberikan tekanan terhadap keseimbangan tata
guna lahan di Provinsi DKI Jakarta akibat peningkatan luasan lahan

terbangun.
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Gambar II-6 Peta Penggunaan Lahan di DKI Jakarta
Sumber: jakartasatu.jakarta.go.id, 2022

I1.1.3 States

DKI Jakarta dikenal dengan eksistensi infrastruktur dan fasilitas
terbaru untuk mendukung kegiatan ekonomi hingga pemerintahan,
sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk
di DKI Jakarta pada tahun 2021 tercatat mencapai 10.609.681 jiwa atau
mengalami kenaikan sebesar 9,98% dibandingkan tahun 2010.
Bertambahnya populasi penduduk dalam suatu wilayah akan
menumbuhkan tingkat kepadatan penduduk sebagai akibat keterbatasan
lahan untuk pemukiman. Berdasarkan persebarannya, wilayah dengan
kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Jakarta Pusat, mencapai
15.978 jiwa/km? (Gambar II-7).
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Gambar II-7 Kepadatan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2016-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2022

Jumlah penduduk DKI Jakarta semakin bertambah setiap tahunnya,
namun tidak semua penduduk dapat memiliki tempat tinggal di DKI Jakarta.
Hal ini dikarenakan tingginya harga tanah di DKI Jakarta. Untuk tetap
tinggal di DKI Jakarta, beberapa warga memilih untuk tinggal di luar
kawasan pemukiman, seperti bantaran sungai hingga kawasan lindung,
sehingga terjadi perubahan fungsi lahan. Area yang sejatinya dapat
difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi semakin
berkurang luasnya, bahkan RTH yang sudah ada semakin berkurang
fungsinya.

Besaran luas area RTH suatu wilayah sudah tercantum pada
beberapa dasar hukum. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
yang mengamanatkan bahwa alokasi ruang untuk RTH di kawasan
perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan
perkotaan, dimana 2/3-nya merupakan RTH publik yang berarti merupakan
RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota. Aturan ini juga
tertuang pada Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah DKI Jakarta 2030. Hingga tahun 2021, melalui lampiran
Tabel-1, realisasi luas RTH di DKI Jakarta sekitar 9.602,52 Ha atau hanya
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sekitar 9% saja. Sedikitnya RTH yang tersedia di DKI Jakarta tidak lain
karena alih fungsi lahan yang terus menerus terjadi seiring dengan
pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Gambar II-8 menunjukan

persentase tutupan lahan di DKI Jakarta sesuai Lampiran Tabel-2.

Kepulauan Seribu

Jakarta Utara

Jakarta Barat

Jakarta Pusat

Jakarta Timur

Jakarta Selatan

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Luas Lahan Badan Air Luas Lahan Hutan M Luas Lahan Perkebunan
Luas Lahan Kering B Luas Lahan Sawah M Luas Lahan Non Pertanian

Gambar II-8 Persentase Tutupan Lahan

DKI Jakarta Tahun 2021
Sumber: Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertahanan Provinsi DKI Jakarta, 2021

Tidak sesuainya luas RTH vyang dipersyaratkan dapat
mengindikasikan kurangnya daerah resapan air yang dimiliki oleh DKI
Jakarta. Daerah resapan air memiliki peranan untuk menjaga keseimbangan
siklus hidrologi yang salah satunya adalah sebagai daerah pengisian air
tanah atau groundwater recharge sehingga persediaan air tanah tetap
terjaga. Namun dengan meningkatnya alih guna lahan terutama untuk
fungsi pemukiman pada lahan yang seharusnya menjadi daerah resapan
air. Praktik pengambilan (abstraksi) air tanah yang seringkali berlebihan
semakin banyak di tengah aksesibilitas air bersih yang hanya 62,96%.
Bahkan, penurunan muka air tanah dapat mencapai 5 cm setiap tahunnya
(Kementrian ESDM, 2019). Hal ini menandakan terjadinya pengurangan
volume air tanah sekaligus potensi /and subsidence serta intrusi air laut

yang menyebabkan penurunan kualitas air tanah.
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Selain itu, DKI Jakarta memiliki curah hujan dengan kategori
menengah hingga tinggi. Tidak tercukupinya luasan daerah resapan air
dapat meningkatkan aliran limpasan (run off) air hujan yang berpotensi
pada terjadinya banjir. Menurut Fakhrudin (2016), koefisien runoff DKI
Jakarta telah mencapai 90% yang berarti apabila terjadi hujan maka hanya

10% yang tertahan di permukaan atau terserap di dalam tanah.

HUTAN KOTA

SM MUARA ANGKE
SM PULAU RAMBUT
CA PULAU BOKOR

TWA ANGKE KAPUK

HUTAN NEGARA
(KAWASAN HUTAN)

0 50 100 150 200 250
Luas (Ha)

Gambar II-9 Luas Hutan Berdasarkan Status di DKI Jakarta

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta, 2021

Dalam perkembangannya DKI Jakarta tetap berusaha
mempertahankan lahan hijau untuk tetap menjaga kualitas tutupan lahan
yang salah satunya adalah melalui hutan kota. Menurut Irwan (2008), hutan
kota memiliki berbagai manfaat seperti dapat menununkan suhu
disekitarnya hingga 3,46%, menaikkan kelembaban hingga 0,81%,
menurunkan tingkat kebisingan hingga 18,94%, dan bahkan menurunkan
kadar debu mencapai 46,13%. Sehingga, hutan kota sejatinya memiliki
peranan vital terhadap kenyamanan hidup masyarakat di DKI Jakarta.
Hingga saat ini terdapat sekitar 108.162 Ha lahan hutan di DKI Jakarta yang
dapat dikategorikan menjadi 8 jenis sesuai fungsinya sesuai
Gambar II-10 yang secara lebih rinci dapat diketahui pada Lampiran
Tabel-3.
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Selain tutupan lahan berupa hutan kota di daratan, tutupan lahan
lainnya juga berada di pesisir yaitu Kawasan Mangrove. Kawasan ini
memiliki fungsi seperti peredam gelombang dan angin badai, pelindung
pantai dari abrasi, pencegah intrusi air laut ke daratan, hingga dapat
menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu (Lasibani &
Eni, 2009). Dengan berbagai fungsinya, kawasan mangrove sama
pentingnya seperti kawasan hutan kota dalam menjaga kondisi lingkungan
di Provinsi DKI Jakarta. Kawasan mangrove terluas berada di Taman Wisata
Alam Angke Kapuk yang mencapai 99,82 Ha, seperti terlihat pada lampiran
Tabel-10.

Di samping kawasan mangrove, ekosistem pesisir di DKI Jakarta
juga terdiri dari kawasan padang lamun dan kawasan terumbu karang.
Padang lamun dapat diartikan sebagai hamparan vegetasi lamun yang
menutup suatu area laut dangkal atau pesisir dan terbentuk dengan
kerapatan karang yang jarang. Secara ekologis, padang lamun dapat hidup
hingga kedalaman 30 meter di area perairan tenang serta terlindung,
asalkan masih mendapatkan sinar matahari, karena hidupnya sangat
tergantung pada cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan.

Ekosistem lamun adalah salah satu yang paling produktif pada
perairan dangkal dengan berbagai fungsi (Philips & Menez, 1998), seperti
menstabilkan serta menahan sedimen-sedimen yang dibawa gelombang,
daunnya memperlambat arus serta mengembangkan sedimentasi, tempat
berlindung terhadap hewan-hewan muda untuk berkembangbiak, dan
mampu menfiksasi karbon yang sebagian besar hasilnya masuk ke dalam
sistem daur rantai makanan.

Ekosistem lamun di DKI Jakarta tersebar di Kabupaten Kepulauan
Seribu, dengan luas mencapai 533,96 Ha. Persebaran padang lamun terbagi
ke dalam 10 segmen untuk tujuan perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan jenis satwa dan tumbuhan liar dan pemanfaatan
secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Segmen 3 yang

terdiri atas Pulau Macan Besar, Macan Kecil, Macan Gundul, Putri Barat dan
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Putri Timur merupakan area dengan konsentrasi padang lamun paling
tinggi, yaitu mencapai 48%. Gambar II-10 menunjukan luasan dan
persentase tutupan lahan dari Kawasan Padang Lamun di Provinsi DKI

Jakarta yang secara lebih rinci ditampilkan pada Lampiran Tabel-11.
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Gambar II-10 Persentase Luasan Padang Lamun sesuai

Segmentasi (S)

Sumber: Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu Prov DKI Jakarta, 2022

Ekosistem terumbu karang bersama dengan ekosistem mangrove
dan padang lamun, secara bersama-sama membentuk ekosistem pesisir.
Terumbu karang memiliki peranan yang tidak kalah penting karena menjadi
sumber kehidupan bagi biota laut. Terumbu karang terbentuk dari
kumpulan binatang karang. Binatang karang berukuran sangat kecil,
disebut polip, yang dalam jumlah ribuan membentuk koloni yang dikenal
sebagai karang (karang batu atau karang lunak). Proses pembentukan
sebuah koloni memakan waktu yang sangat lama, dan untuk bisa
membentuk suatu ekosistem terumbu karang akan memakan waktu sampai
ribuan tahun. Walaupun terlihat sangat kokoh, karang sebenarnya sangat
rapuh dan mudah hancur.

Menurut COREMAP Oceanografi LIPI, terumbu karang memilki
fungsi utama sebagai tempat memijah, membesarkan, dan mencari makan

bagi berbagai biota, selain itu juga sebagai sumber plasma nutfah. Bagi
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manusia, terumbu karang merupakan gudang persediaan makanan dan
obat-obatan, serta dapat dikembangkan sebagai objek wisata bahari.
Sehingga sangat penting untuk menjaga kondisi kawasan terumbu karang
terutama bagi kelangsungan biota laut. Berdasarkan data dari Dinas
Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, dari 320,49
Ha luas kawasan terumbu karang, hanya 8,5% yang dinyatakan BAIK,
sementara kondisi SEDANG sebesar 64,5%, dan kondisi RUSAK sebesar
27%. Untuk mengetahui lebih jelas terkait persentase kondisi di tiap
kawasan, ditampilkan pada Lampiran Tabel-12. Gambar II-11
menunjukan kondisi terumbu karang di Kepulauan Seribu Provinsi DKI

Jakarta.

9%

64%

Baik Sedang = Rusak

Gambar II-11 Kondisi Ekosistem Terumbu Karang DKI Jakarta

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, 2022

Kondisi ekosistem pesisir dan daratan akan mempengaruhi kondisi
keragaman biota di DKI Jakarta. Terjaganya kualitas ekosistem suatu
wilayah, maka akan semakin tinggi pula keanekaragaman hayati yang hidup
di dalamnya. Sekitar 58% dari 80 spesies mamalia terancam kepunahan
akibat kondisi tutupan lahan yang kurang memadai, beserta 16% spesies
aves, 85% spesies reptil, dan 15% amfibi (Gambar II-12). Informasi lebih

detil ditampilkan pada Lampiran Tabel-4. Hal ini perlu menjadi perhatian
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bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelestarian
biota di DKI Jakarta agar dapat terus diwariskan ke generasi mendatang.

250 100%

200 80%

58%

150 60%

100 40%

Jumlah Spesies

Persentase Spesies Terancam

50 20%

Mamalia Aves Reptil Amphibi Pisces

0%

Gambar II-12 Jumlah Spesies Berbagai Jenis Fauna di
DKI Jakarta

Sumber: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta, 2022

Dalam wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta juga dilakukan
pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan, khususnya minyak bumi.
Luasan areal yang digunakan mencapai sekitar 827,93 Ha vyang
memproduksi minyak mentah hingga 28,51 ton BOPD/tahun dan gas
sebesar 76 ton MMSCFD/tahun seperti yang tertera pada Lampiran
Tabel-15.

11.1.4 Impacts
Ketidaksesuaian tata guna lahan antara kenyataan di lapangan
dengan yang direncanakan dalam RTRW Jakarta mengarahkan Provinsi DKI
Jakarta kepada beberapa permasalahan seperti bencana kebakaran,
penurunan kualitas udara dan kualitas air, hingga estetika lansekap yang
terganggu. Isu penataan kota ini ditangkap juga oleh institusi internasional,
Re-Thinking the Future (RTF). Menurut RTF (2021), perencanaan kota di
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DKI Jakarta termasuk salah satu yang dinilai buruk diantara beberapa kota
lain di dunia.

Alih tata guna lahan seperti mendirikan pemukiman di lokasi yang
bukan peruntukannya, akan menciptakan pemukiman kumuh, fasilitas air
bersih dan listrik kurang memadai, ser